BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
Tahun 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri C);



24.

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.
4

. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

Bupati adalah Bupati Malang.

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode S (lima) tahun.

.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan

pembangunan Daerah.

. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi.



11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi.

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1
(satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

(2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1 Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Tahun 2018

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

BAB V Penutup

(3) Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2019
Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 51 Seri D



1.1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai suatu dokumen
rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah,
DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas
proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan
tentunya diikuti dengan pemantuan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja
Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen
perencanaan strategis jangka menengah yaitu Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat menentukan

kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat

pengguna.



Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah
Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Rencana  Strategis Perangkat Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman awal untuk
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah tahun berkenaan.

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 23 Tahun 2019, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan selaku
Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam
penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran
dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu
mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum
Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.



KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
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Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021, yang
tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berisi program dan
kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan
indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.
Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan
yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu,
analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,
review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya
akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan

penyerapan anggaran.



1.2

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan berperan dalam mendukung Misi ke-1 (kesatu) yaitu
memantapkan kesadaran dan  partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis
nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum; dan
Misi ke-4 (keempat) Bupati Malang yaitu mengembangkan ekonomi

masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);



1.3

1.4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016 Nomor 22 Seri C);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang sebagai salah satu Dokumen Perencanaan
dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman agar
diperoleh kesamaan pengertian sikap, pandangan dan tindakan dalam
penyelenggaraan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan
kepariwisataan Kabupaten Malang baik berupa sumber daya manusia
pariwisata, promosi pariwisata daerah, sarana prasarana obyek wisata,
kerjasama stakeholders pariwisata, nilai seni dan budaya lokal serta
usaha sarana pariwisata.

SISTEMATIKA PENULISAN



Adapun

sistematika Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BABV

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Capaian Rencana
Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Malang

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1
3.2

3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

4.1

4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan
naggaran

Per Tri Wulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun

2020

PENUTUP



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
merupakan salah satu dokumen perencanaan yang diwajibkan sebagai
dokumen perencanaan jangka pendek dan digunakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2020 melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 36
(tiga puluh enam) kegiatan guna menunjang program prioritas Kabupaten
Malang dalam pengembangan kepariwisataan dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat di dalamnya serta kerjasama dengan stakeholders pariwisata.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
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